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احمديهّ    : ditulis Ahmadiyah  
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b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati 
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F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 
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 ditulis a’antum :  أأنتم

 ditulis mu’annas :  مؤنث

G. Kata Sandang Alif + Lam 
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kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 

berikut ini : 
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4. Billâh ‘azza wa jalla  
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 ditulis al-Qur’an :  القران

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang 
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 ditulis asy-syayi’ah :  السيّعة

H. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
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ABSTRAK 

 

NUR FATIKHATUROHMAH. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Implementasi Kerja Sama Bagi Hasil Anak Buah Kapal (ABK) dengan 

Juragan di TPI Klidang Lor Batang 

Dosen Pembimbing : Dahrul Muftadin, M.H.I 

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, seseorang perlu mencari nafkah 

dengan bekerja. Sebagian masyarakat pesisir pantai mempunyai pekerjaan sebagai 

nelayan. Di TPI Klidang Lor Batang akad perjanjian yang dilakukan oleh ABK 

dengan juragan yaitu dengan cara bagi hasil. Dimana setelah adanya hasil 

tangkapan dilelang terlebih dahulu, kemudian dipotong dengan biaya operasional 

selama melaut berupa jumlah anggaran yang dikeluarkan pada saat perbekalan. 

Setelah itu barulah bisa dibagi hasil. Namun, apabila hasil tangkapan belum bisa 

menutup anggaran perbekalan yang telah dikeluarkan oleh juragan, maka para 

ABK hanya mendapat uang pesangon saja. Kemudian akan dihitung utang, yang 

nantinya ditotalkan pada biaya operasional perbekalan selanjutnya. Selain itu para 

ABK tidak dijamin akan keselamatan dalam bekerja. Apabila terjadi kecelakaan 

kerja, seperti halnya hilang ditengah laut para ABK lainnya hanya memberikan 

uang santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif analitis yang 

mana dalam penelitian ini akan dideskripsikan praktik kerja sama bagi hasil yang 

dilakukan antara ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, 

Teknik analisis menggunakan  metode deduktif dengan tinjauan hukum islam. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama yang 

dilakukan antara ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang dilakukan 

secara lisan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Menurut tinjauan hukum 

Islam terhadap implementasi kerja sama bagi hasil yang dilakukan antara ABK 

dengan juragan ini yaitu diperbolehkan. Karena perjanjian kerja sama yang 

termasuk ke dalam akad mudharabah ini telah memenuhi berbagai macam rukun 

dan syarat dari akad mudharabah, disamping itu jika dilihat dari tinjauan ‘urf 

pada masyarakat tersebut bukan ‘urf fasid sehingga tidak masalah.  

Kata Kunci: ABK, Hukum Islam, Juragan, Mudharabah 
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ABSTRACT 

 

NUR FATIKHATUROHMAH. (2022). Islamic Law Review on the 

Implementation of Production Sharing Cooperation with Ship's Crews 

(ABK) with the skipper at TPI Klidang Lor Batang 

Thesis Advisor : Dahrul Muftadin, M.H.I 

 

In fulfilling the necessities of life, a person needs to earn a living by 

working. Some coastal communities have jobs as fishermen. At TPI Klidang Lor 

Batang, the contract agreement between the crew and the skipper is by way of 

profit sharing. Where after the catch is auctioned first, then it is deducted by 

operational costs while at sea in the form of the budget amount issued at the time 

of supplies. After that, the results can be shared. However, if the catch has not 

been able to cover the supply budget that has been issued by the skipper, then the 

crew will only get severance pay. Then the debt will be calculated, which will be 

totaled to the operational costs of the next supplies. In addition, crew members are 

not guaranteed safety at work. In the event of a work accident, such as being lost 

in the middle of the sea, the other crew members only provide compensation to 

the bereaved family. 

This research is a field research using qualitative research methods and 

descriptive analytical approaches which in this study will describe the practice of 

profit sharing collaboration between crew members and skippers at TPI Klidang 

Lor Batang. Data collection techniques using observation techniques, interviews 

and documentation, analysis techniques using deductive methods with a review of 

Islamic law. 

The results of this study indicate that the practice of cooperation between 

crew members and skippers at TPI Klidang Lor Batang is carried out verbally 

using the principle of profit sharing. According to a review of Islamic law, the 

implementation of profit-sharing cooperation between the crew and the skipper is 

permissible. Because when viewed from the review of 'urf in the community, it is 

not a problem. 

Keywords: ABK, Islamic Law, skipper, Mudharabah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan suatu Negara yang kaya akan banyaknya 

pulau dan terletak di garis khatulistiwa serta dikelilingi oleh banyak lautan. 

Lautan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman 

non hayati, seperti halnya berbagai ikan dengan potensi yang besar, 

terumbu karang dunia, ganggang, dan pusat distribusi minyak. 

Keanekaragaman hayati di bidang kelautan dan perikanan memiliki 

banyak makna dalam kehidupan. Tidak hanya menghasilkan produk jasa 

atau aspek ekonomi saja, melainkan juga mencakup aspek lingkungan, 

sosial, etika, dan sistem pengetahuan. Keanekaragaman hayati memberi 

peluang pada manusia untuk memperoleh ruang hidup, sebagaimana 

tersedia untuk bekal kehidupan yang harus dikelolah secara bijaksana agar 

tidak terjadi degradasi lingkungan alam ataupun degradasi lingkungan 

akibat ulah manusia.1 

“Menurut FAO (2007), Indonesia merupakan penghasil akukultur 

terbesar dari kerapu Asia Tenggara (De Silva dan Philips, 2007). Menjadi 

Negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan panjang garis pantai 

sekitar 81.000 km, setara dengan 14% dari panjang garis pantai di dunia, 

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar industry marikultur. 

                                                           
1Achmad Amiruddin, “Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia Gagasan dan 

Pemikiran Guru Besar Universitas Hasanuddin”, (Bogor: IPB Press, 2013), hlm. 323. 
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Perkembangan dari marikultur dan sector perikanan diharapkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan dan 

petani ikan yang saat ini hidup dibawah tingkat kemiskinan.”2 

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, seseorang perlu mencari 

nafkah dengan bekerja. Sebagian masyarakat pesisir pantai mempunyai 

pekerjaan sebagai pencari ikan. Nelayan adalah sekelompok orang yang 

mata pencahariaannya secara langsung bergantung pada alam yaitu hasil 

laut, baik dalam pencarian ikan ataupun budidaya ikan. Meski belum ada 

data secara pastinya, karena dalam catatan sipil nelayan merupakan 

pekerjaan yang dikategorikan sebagai petani, namun telah diakui bahwa 

jumlah mereka cukup banyak. “Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan 

Negara yang mempunyai garis pantai terpanjang nomor dua  di dunia, 

mencakup kurang lebih 9.261 desa dan dikategorikan sebagai desa 

pantai.”3 

Nelayan bukan merupakan suatu pekerjaan tunggal, akan tetapi 

mereka terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Apabila ditinjau dari segi 

kepemilikan alat tangkap melaut, maka dapat dibagi menjadi tiga kategori, 

yaitu nelayan juragan, nelayan buruh, dan nelayan perorangan. “Nelayan 

juragan merupakan nelayan yang memiliki alat tangkap tersendiri dan 

dioprasikan oleh orang lain. Sedangkan nelayan buruh adalah nelayan 

                                                           
2 Surya Hermawan, “Pemanfaatan dan Pengembangan Kelimpahan dan Sumber Daya 

Kelautan Indonesia Secara Berkelanjutan”, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), hlm. 2. 
3 Masyhuri Imron, “Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan”, Jurnal Masyarakat dan 

Budaya, Vol. 5 (2003), hlm. 63.  
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yang bekerja dengan menggunakan alat tangkap milik orang lain.”4 

Nelayan buruh merupakan sekelompok masyarakat yang bergantung 

dengan alam (gelombang, cuaca, dan musim), bergantung pada juragan 

pemilik modal dan faktor produksi (seperti halnya teknologi penangkapan 

dan kapal), serta besar pendapatan yang diperoleh bergantung pada hasil 

pendapatan bersih setelah dikurangi biaya oprasional kemudian dibagi 

dengan juragan yang disebut dengan sistem bagi hasil.5 

Dalam KBBI dijelaskan bahwa buruh adalah sekelompok orang 

yang ikut bekerja pada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan upah. 

Sedangkan upah adalah uang atau lainnya yang diberikan sebagai tanda 

membalas suatu jasa atau karena sudah dikeluarkannya tenaga untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan. Sistem pengupahan adalah gambaran 

bagaimana sistem dalam mengatur dan menetapkan suatu upah. Upah di 

Indonesia secara umum dilandaskan pada tiga fungsi pengupahan, yaitu 

memastikan pekerja dan keluarganya mendapatkan kehidupan yang pantas  

dan layak, menggambarkan upah atas hasil dari kerja keras seseorang, dan 

memberikan insentif untuk meningkatkan kualitas kerja yang lebih tinggi.6 

Adapun di TPI Klidang Lor Batang, terdapat perjanjian kerja sama 

bagi hasil yang dilakukan antara ABK dengan juragan yang menggunakan 

akad perjanjian yaitu dengan cara bagi hasil. Dimana setelah adanya hasil 

tangkapan dilelang terlebih dahulu, kemudian dipotong dengan biaya 

                                                           
4 Masyhuri Imron, Kemiskinan…, hlm. 64 
5 Apridar, dkk, “Ekonomi Kelautan dan Pesisir”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 92. 
6 Sony Sumarsono, “Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia”, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 58. 
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operasional selama melaut berupa jumlah anggaran yang dikeluarkan pada 

saat pembekalan, seperti bahan bakar, bahan makanan, peralatan melaut 

dan sebagainya. Setelah itu barulah bisa dibagi hasil. Akan tetapi, apabila 

hasil tangkapan melaut belum bisa menutup anggaran perbekalan yang 

telah dikeluarkan oleh juragan, maka para ABK hanya mendapat uang 

pesangon saja. Kemudian akan dihitung utang, yang nantinya ditotalkan 

pada biaya operasional pembekalan selanjutnya. 

Pada sistem perjanjian kerja sama bagi hasil ini, keuntungan yang 

diterapkan oleh juragan terhadap hasil melaut yaitu 50:50. Dimana juragan 

mendapatkan 50% dari hasil laut, sedangkan para ABK mendapatkan 50% 

yang lain untuk dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Biasanya jumlah 

nelayan buruh dalam satu kapal kursin kurang lebih 32 orang. Sehingga 

hasil 50% itu dibagi sesuai banyaknya nelayan buruh yang ikut bekerja. 

Selain hanya mendapatkan sebagian kecil dari hasil melaut, para ABK 

juga tidak dijamin akan keselamatan dalam bekerja. Apabila terjadi 

kecelakaan kerja, seperti halnya hilang ditengah laut para ABK lainnya 

hanya memberikan uang santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. 

Dilihat dari perjanjian kerja sama antara ABK dengan juragan di 

TPI Klidang Lor Batang ini, terdapat ketidaksesuaian antara teori dan 

prakteknya, adapun dalam teori bagi hasil menurut hukum islam yaitu 

kerjasama yang dilakukan antara dua pihak dalam menjalankan usaha 

tertentu dimana pihak satu sebagai pemilik modal kemudian pihak lainnya 

sebagai pelaksana usaha atau pengelola modal. “Apabila terjadi kerugian, 



 
5 

 

maka yang menanggung seluruhnya adalah pemilik modal, kecuali 

kerugian terjadi karena kelalaian dari pihak pengelola modal. Sedangkan 

jika dari usaha tersebut memperoleh keuntungan, maka dibagi sesuai 

dengan kesepakatan diantara mereka.”7 Tetapi dalam prakteknya, 

keuntungan yang diperoleh ABK hanya sebagian kecil dari hasil melaut, 

dan jika terjadi kerugian yaitu apabila hasil tangkapan melaut belum bisa 

menutup anggaran perbekalan yang telah dikeluarkan oleh juragan, maka 

para ABK hanya mendapat uang pesangon saja. Kemudian akan dihitung 

utang, yang nantinya ditotalkan pada biaya operasional pembekalan 

selanjutnya. Selain itu juga para ABK tidak dijamin akan keselamatan 

dalam bekerja. 

Melihat fakta tersebut,  bahwa ABK rela bekerja dengan resiko 

yang cukup besar dan hasil yang tidak jelas karena pekerjaan laut 

bergantung pada cuaca, sehingga menjadikan penulis tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian mengenai bagaimana praktik implementasi 

bagi hasil antara ABK dengan juragan menurut tinjauan hukum Islam. 

Maka untuk mengetahui hal itu, perlu diadakannya kajian dan penelitian 

yang mendalam. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Implementasi Kerja Sama Bagi Hasil Anak Buah Kapal (ABK) 

dengan Juragan di TPI Klidang Lor Batang.” 

 

                                                           
7 Imam Mustofa, “Fiqh Muamalah Kontemporer”, (Yogyakarta: Kaukabah Dipantara , 2014), 

hlm. 129. 
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B. Rumusan Masalah 

Jika dilihat dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat 

penulis simpulkan untuk dibahas adalah: 

1. Bagaimana praktik perjanjian kerjasama bagi hasil antara ABK dengan 

juragan di TPI Klidang Lor Batang? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil antara 

ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulis 

melakukan  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui serta memahami praktik perjanjian kerjasama bagi 

hasil antara ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang. 

2. Untuk menganalisis dan memahami pandangan hukum Islam terhadap 

kerjasama bagi hasil antara ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor 

Batang. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, adapun kegunaan yang penulis harapkan antara 

lain sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 
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a. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasilnya 

dapat memperkaya pengetahuan tentang masalah fiqh 

muamalah yang pada khususnya mengenai bagi hasil.  

b. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan rujukan lebih lanjut bagi para penulis lainnya ataupun 

pihak-pihak yang tertarik akan membahas dengan tema 

masalah yang serupa. 

 

2. Kegunaan Praktis 

a.) Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

informasi serta masukan bagi pemerintah  dan praktisi hukum 

dalam menyelesaikan masalah tentang sistem bagi hasil ABK. 

b.) Dari hasil penelitian ini penulis juga mengharapkan agar bisa 

menjadi bahan informasi dan masukan bagi masyarakat luas dalam 

menerapkan ketentuan sistem bagi hasil, agar terlepas dari tindakan 

yang dapat merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan hukum 

islam. 

 

E. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini, dijelaskan landasan teoritis penelitian yang 

memiliki hubungan dengan judul penelitian yang akan penulis kaji yaitu 

meliputi ketentuan hukum perjanjian (qad), mudharabah, serta tinjauan 

umum mengenai ‘urf. Sistem bagi hasil merupakan cara melakukan suatu 
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perjanjian dalam usaha, dimana terdapat pembagian hasil atas keuntungan 

yang didapat diantara dua pihak atau lebih. Besarnya dalam penentuan 

bagi hasil ini ditentukan oleh kedua pihak sesuai dengan kesepakatan 

bersama, kerelaan dari masing-masing pihak dan tanpa adanya unsur 

paksaan.8  

“Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak 

dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 

kontrak.”9 Dalam suatu akad mudharabah, pemilik modal dapat menjalin 

kerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut 

seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah 

atau keuntungan yang diperoleh dari perjanjian ini harus jelas diawal 

perjanjian dan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Besarnya nisbah 

yang diperoleh masing-masing pihak hanya sesuai dengan kesepakatan 

dan tidak diatur dalam syariah. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata yaitu 

seperti 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40 atau proporsi lain sesuai 

kesepakatan bersama. “Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan 

adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. 

                                                           
8 Suherman, “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-

Maqasidus Al-Syariah”, hlm. 296. 
9 Muhammad Syafii Antonio, “Bank Syariah dari Teori ke Praktik”, (Jakarta: Gema Insani, 

2001), hlm. 95. 
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Diperbolehkan juga menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang 

berbeda.”10 

Rukun mudharabah ada lima yaitu pemilik modal, pengelola 

modal, modal, pekerjaan pengelola modal, dan keuntungan modal. Dalam 

penggunaan modal, pada umumnya untuk kegiatan berdagang, akan tetapi 

pada realitanya tidak hanya untuk bidang perdagangan saja, namun dapat 

juga digunakan untuk usaha yang lainnya.11 “Menurut pasal 232 KHES, 

rukun mudharabah ada tiga yaitu pemilik modal (shohibul mal), pengelola 

modal (mudharib), dan akad.”12 Ulama telah menetapkan beberapa syarat 

pada rukun- rukun yang ada dalam akad mudharabah yaitu, untuk pemilik 

modal dan pengelola modal, kedua pihak tersebut harus dapat bertindak 

sebagai pemberi kerja dan wakil, kedua belah pihak harus menyatakan ijab 

kabul untuk menunjukkan keinginan mereka dan tujuan kontrak yang 

jelas, modal yang diberikan harus secara tunai dan diketahui jumlah serta 

jenisnya, keuntungan yang didapat harus diketahui oleh kedua belah pihak 

dan dibagi sesuai dengan kesepakatan, pekerjaan atau usaha yang 

dilakukan adalah pekerjaan yang baik tidak menyalahi aturan syariah.13 

‘Urf menurut bahasa memiliki arti yaitu sesuatu hal yang dapat 

diterima oleh nalar dan dianggap baik. “Sedangkan menurut terminologi 

‘urf memiliki arti yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat karena 

merupakan suatu kebiasaan yang telah menyatu dalam kehidupan mereka, 

                                                           
10 Siah Khosyi’ah, “Fiqh Muamalah Perbandingan”, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 

151. 
11 Imam Mustafa, “Fiqh Muamalah Kontemporer”, hlm. 132. 
12 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, hlm. 71. 
13 Dimyaudin Djuwaini, “Pengantar Fiqh Muamalah”, hlm. 228-289. 
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baik berupa perkataan ataupun perbuatan.” Sebutan ‘urf berdasarkan 

penjelasan diatas memiliki makna yang sama dengan istilah al-‘adah 

(tradisi). ‘Urf merupakan bagian dari muamalah yang sudah berlangsung 

ditengah kehidupan masyarakat serta telah menjadi tradisi kebiasaan.14 

 

F. Kajian Pustaka 

1. Penelitian yang Relavan 

Sebelum melakukan penelitian ini lebih lanjut, penulis mengkaji 

beberapa penelitian terdahulu yang memiliki judul serupa dengan judul 

yang penulis angkat, untuk dijadikan sebagai panduan adalah sebagai 

berikut: 

Penelitian yang ditulis oleh Siti Fatimah 16.21.1.1.304 Program 

Studi Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Surakarta tahun 2020, yang berjudul “Akad 

Mudharabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi di Desa Blumbang 

Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar).” Dilihat dari hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik nggaduh kambing di Desa 

Blumbang modal awalnya yaitu berupa kambing. Dimana dalam 

pembagian hasilnya dapat digunakan dengan dua cara, yaitu dengan 

memberikan peranakan kambing yang digaduh tersebut atau berupa uang. 

Dalam praktiknya, modal tersebut tidak sepenuhnya diberikan oleh 

                                                           
14 Rusdaya Basri, “Ushul Fikih 1”, (IAIN Parepare Nusantara Press), hlm. 121. 



 
11 

 

pemilik kambing, akan tetapi pihak pengelola modal tersebut juga 

mengeluarkan biaya. 

Dilihat dari akad mudharabah, bahwa praktik ini sudah memenuhi 

rukun dari mudharabah dan merupakan jenis mudharabah mutlaqah karena 

tidak adanya ketentuan dari pihak pemilik modal untuk jenis usaha, waktu, 

dan tempatnya dalam pengelolaan modal tersebut. Akan tetapi, praktik ini 

belum memenuhi syarat-syarat mudharabah karena modal tidak diberikan 

sepenuhnya oleh pemilik modal, namun pihak pengelola juga 

mengeluarkan biaya lain dan tidak ada penggantian dari pihak pemilik 

modal, seperti halnya untuk pembuatan kandang, pembelian pakan, dan 

biaya obat ketika kambing sakit. Selain itu, praktik tersebut terdapat 

ketidakjelasan akad dalam pembagian keuntungan tersebut, dimana tidak 

adanya presentase keuntungan yang jelas antara pemilik modal dengan 

penggaduh. Maka dari itu, dalam praktik tersebut menyebabkan akad 

mudharabah menjadi fasid atau cacat, dikarenakan adanya 

ketidakjelasan.15 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis 

angkat yaitu keduanya mengupas tentang bagaimana praktik bagi hasil 

yang dilakukan dan apakah telah sesuai dengan hukum Islam ataukah 

belum. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang 

penulis angkat yaitu, bahwa pada penelitian ini membahas tentang akad 

mudharabah dalam praktik nggaduh kambing, sedangkan penelitian yang 

                                                           
15 Siti Fatimah, “Akad Mudharabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi di Desa 

Blumbang Kecamatan Twangmangu Kabupaten Karanganyar), Skripsi, tidak diterbitkan, Prodi 

Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Sukoharjo, 2020. 



 
12 

 

diangkat oleh penulis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap 

implementasi kerja sama bagi hasil antara ABK dengan juragan di TPI 

Klidang Lor Batang. 

Penelitian yang ditulis oleh Dinda Putri Pamungkas 1617301109 

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2020, yang 

berjudul Akad Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pasir Besi di Desa Bunton 

Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Prespektif Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah. Dari hasil penelitian ini, dijelaskan bahwa perjanjian 

kontrak bagi hasil yang ditandatangani oleh kontraktor proyek pasir besi di 

Desa Bunton dan Investor berbeda dengan perjanjian bagi hasil pada 

umumnya. Pada prakteknya perjanjian kontrak ini dikatakan tidak sah, 

karena terdapat salah satu dari syarat kontrak dan beberapa prinsip tidak 

dilaksanakan. Dimana dalam akad bagi hasil ini, salah satu pihak tidak 

memenuhi nisbah keuntungan yang telah disepakati diawal akad 

perjanjian. Kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya atas 

keuntungan tersebut, yaitu mengambil untung dari hasil penjualan pasir 

dan hanya dimasukkan ke kantong pribadi kontraktor. Sehingga dalam 

perjanjian akad mudharabah yang dilakukan di Desa Bunton Kecamatan 

Adipala Kabupaten Cilacap tidak sah, karena tidak sesuai dengan prinsip 

syariah yang salah satunya adalah prinsip kejujuran dan keadilan.16 

                                                           
16 Dinda Putri Pamungkas, “Akad Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pasir Besi di Desa Bunton 

Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap”, Skripsi, tidak diterbitkan,  Prodi Hukum Ekonomi 

Syariah IAIN Purwokerto, 2020. 
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Lalu dari kedua penelitian ini memiliki persamaan yaitu keduanya 

meneliti tentang akad mudharabah atau bagi hasil pada suatu kerjasama. 

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis 

angkat yaitu bahwa dalam penelitian ini menjelaskan mengenai perjanjian 

bagi hasil dalam kerjasama proyek pasir besi di Desa Bunton Kecamatan 

Adipala Kabupaten Cilacap menurut Prespektif Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian yang akan diangkat oleh penulis 

adalah tinjauan hukum islam terhadap implementasi kerja sama bagi hasil 

antara ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang. 

“Penelitian yang ditulis oleh Harianto, dalam skripsinya yang 

berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Padi di 

Kecamatan Mengganti Kabupaten Gresik” penulis menyimpulkan bahwa 

praktek bagi hasil yang terjadi dalam penelitian tersebut telah sesuai 

dengan prinsip-prinsip pokok muamalah dan dikategorikan dalam sistem 

mudharabah disamping muzara’ah karena bentuk kerja sama dalam bidang 

permodalan dan tenaga, sedangkan pembagian hasil panen padi dibagi dua 

setelah diambil biaya pemeliharaan.17 

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah keduanya membahas tentang bagi hasil menurut 

prinsip syariah. Adapun perbedaan antara keduanya adalah pada penelitian 

yang ditulis oleh Harianto lebih menekankan pembagian hasil panen padi, 

sedangkan pada penelitian yang penulis angkat yaitu membahas 

                                                           
17 Harianto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Padi di Kecamatan 

Mengganti Kabupaten Gresik”  (Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 

Surabaya. 1996). 
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bagaimana tinjauan hukum islam terhadap implementasi kerja sama bagi 

hasil antara ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang. 

Penelitian yang ditulis oleh Tria Kusumawardani yang berjudul 

”Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerja Sama 

Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun 

Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tenggamus)”, hasil dari 

penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kerja sama bagi hasil hewan 

ternak ini termasuk dalam akad mudharabah dan bagi hasil yang diperoleh 

dari kerja sama ini dibagi rata oleh kedua belah pihak. 18 

Persamaan dengan penelitian ini keduanya terkait dengan bagi 

hasil. Adapun perbedaan dari keduanya adalah bahwa penelitian ini 

membahas bagi hasil pada hewan ternak sapi, sedangkan pada penelitian 

yang penulis angkat membahas tinjauan hukum islam terhadap 

implementasi kerja sama bagi hasil antara ABK dengan juragan di TPI 

Klidang Lor Batang. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian 

lapangan. Adapun penelitian ini dilakukan di TPI Klidang Lor Batang. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dalam pengumpulan 

                                                           
18 Tria Kusumawardani, “Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerja Sama 

Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung 

Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tenggamus)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah 

UIN Raden Intan, Lampung, 2018. 
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datanya secara langsung dari fakta yang terjadi di lapangan, dimana 

penulis merupakan instrument kunci, pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu atau purposive dan snowbaal, analisis 

data bersifat induktif/ kualitatif, hasil penelitian kualitatif lebih 

menonjolkan makna daripada generalisasi, dan teknik pengumpulan 

dengan cara trianggulasi (gabungan).19 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif. 

Dimana penulis akan mengkaji tentang bagaimana kerja sama bagi 

hasil yang dilakukan antara ABK dengan Juragan di TPI Klidang Lor 

Batang apakah sudah sesuai dengan teori prinsip syariah atau belum. 

  

3. Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdapat 

dua macam, antara lain: 

a. Sumber Data Primer dalam  penelitian  ini adalah para informan 

yang diwawancarai yaitu orang yang pernah menjadi ABK, orang 

yang sedang menjadi ABK, juragan, dan pihak lain yang 

bersangkutan. Sumber data primer adalah jenis penelitian yang 

bentuk datanya merupakan kajian bahasa lisan, gerak tubuh atau 

perilaku yang dilakukan oleh subjek (informan) yang dapat 

                                                           
19 Albi Anggito dan Johan Setiawan,  “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Sukabumi: CV 

Jejak, 2018), hlm. 8. 
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dipercaya atau dapat diartikan bahwa data primer merupakan data 

yang diperoleh secara langsung dari subjek tanpa terpengaruh oleh 

pihak ketiga.20 

b. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini merupakan berbagai 

macam literatur, bahan-bahan bacaan hukum, dan kajian-kajian 

yang relevan dengan sistem bagi hasil. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data 

dengan berbagai cara, antara lain: 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik purposive sampling. “Purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber dengan pertimbangan 

tertentu.”21 Sehingga penulis akan mencari data dengan cara tanya 

jawab langsung kepada pihak yang pernah atau sedang menjadi 

ABK, juragan serta pihak lain yang bersangkutan. 

b. Teknik Observasi 

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengamatan secara 

langsung tentang bagaimana praktik kerjasama bagi hasil antara 

ABK dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang. Apakah sudah 

                                                           
20Syamsunie Carsel HR, “Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan”, (Yogyakarta: 

Penebar Media Pustaka, 2018), hlm. 78. 
21 Helaludin dan Hengki Wijaya, “Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan dan Praktik”, 

(Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019). hlm. 64 
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sesuai dengan teori hukum Islam, atau justru sebaliknya 

melanggar. Observasi adalah mengamati suatu kejadian peristiwa 

melalui panca indra secara langsung atau dengan memakai alat 

bantu elektronik.22 

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu penulis akan 

mencari data dengan cara menggali, membaca, dan mengolah 

secara tidak langsung sumber data yang berupa foto, dokumen atau 

literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan oleh 

penulis yaitu teknik deskriptif induktif, dimulai dari melihat fakta-

fakta empiris di lapangan, mempelajari suatu proses penemuan yang 

terjadi di lapangan, mencatat, menganalisa dengan ketentuan umum, 

menafsirkan serta menarik kesimpulan. 

Untuk memastikan kebenaran data yang didapat oleh penulis dalam 

penelitian ini, maka penulis perlu melakukan uji validitas. “Uji 

validitas (keabsahan data) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan uji triangulasi data. Triangulasi merupakan suatu 

metode analisis data yang dapat mensintesis data dari berbagai 

                                                           
22 Wayan Suwendar, “Metodologi Kualitatif  dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, 

dan Keagamaan”, (Bali: Nilacakra, 2018), hlm. 65. 
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sumber.”23 Maka dari itu penulis akan berusaha mendapatkan sumber 

informan lebih dari tiga, baik itu dari orang yang sedang bekerja 

menjadi ABK, mantan ABK, juragan kapal, dan pihak lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Selain untuk mendapatkan banyak 

informasi, penulis juga akan menganalisis antara data dari sumber 

informan satu dengan yang lainnya. Agar sumber data yang telah 

didapat penulis dalam penelitian ini, dapat dipercaya akan 

kebenarannya.  

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan inti dari penyusunan tugas 

skripsi yang bertujuan untuk mempermudah para pembaca, sehingga 

sekilas akan menggambarkan isi dari skripsi ini. Dengan penelitian ini, 

penulis membuat sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, berisi mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini memberikan pemaparan 

mengenai landasan teori yang digunakan yaitu berisi tentang tinjauan 

umum akad mudharabah dan ‘urf. 

                                                           
23 Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek”, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2005) hlm. 218. 
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BAB III HASIL PENELITIAN, berisi tentang data-data 

penelitian yang didapat di lapangan, yaitu membahas mengenai gambaran 

umum Desa Klidang Lor Batang, dan mekanisme praktik kerjasama bagi 

hasil yang dilakukan antara ABK dengan Juragan di TPI Klidang Lor 

Batang. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, berisi mengenai 

analisis data berupa tinjauan hukum islam terhadap implementasi 

kerjasama bagi hasil antara ABK dengan Juragan di TPI Klidang Lor 

Batang. 

Bab V Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan 

skripsi yang berisi kesimpulan dari penelitian yang diperoleh sebagai 

jawaban dari rumusan masalah dan juga memuat saran-saran dari hasil 

penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Praktik kerja sama yang dilakukan antara Anak Buah Kapal (ABK) 

dengan juragan di TPI Klidang Lor Batang ini dilakukan secara lisan 

dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Dimana kerja sama ini, modal 

sepenuhnya dari pemilik kapal. Pada perjanjian kerja sama ini hanya 

menggunakan lisan, dengan tunduk pada aturan masyarakat setempat 

yang telah berlaku. Jika para ABK ingin ikut melaut, maka pihak 

pekerja atau ABK itu cukup mendatangi pemilik kapal dan 

menyerahkan fotocopy-an KTP guna meminta izin agar bisa ikut 

bekerja di kapal miliknya. Adapun pembagian hasil dari kerja sama ini 

yaitu hasil bersih dilelang terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan 

biaya perbekalan setelah itu dibagi 50:50. Pemilik kapal mendapatkan 

bagian 50% utuh dan bagian 50% lainnya untuk para ABK yang ikut 

bekerja. 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi kerja sama bagi hasil 

yang dilakukan antara ABK dengan juragan yaitu diperbolehkan. 

Berdasarkan hukum islam, praktik kerja sama bagi hasil ini termasuk 

ke dalam akad mudhorobah dan telah memenuhi rukun dan syarat 

akad, sehingga dinyatakan telah sesuai dengan hukum islam. Selain itu 

perjanjian kerja sama ini telah memenuhi berbagai macam rukun dan 

syarat dari akad mudharabah.Secara ‘urf dapat digolongkan sebagai 
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‘urf amali, sebagai ‘urf yang tidak fasid sehingga dapat dijadikan dasar 

hukum, yang merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat berkaitan 

dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Jika dilihat dari 

segi cakupannya termasuk kedalam ‘urf khass, ‘urf khass merupakan 

‘urf yang telah disepakati oleh masyarakat di negeri tertentu, dan telah 

menjadi adat atau kebiasaan di negeri tersebut.  

 

B. Saran 

1. Dalam melakukan perjanjian kerja sama bagi hasil ini, jika diperlukan 

semua pihak mengadakannya secara tertulis. Meskipun perjanjian kerja 

sama secara lisan itu sah, akan tetapi perjanjian tertulis lebih mengikat 

secara hukum. Selain itu juga dapat mengurangi peristiwa suatu hal 

diluar dugaan. Sehingga perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan 

tertulis dapat dijadikan sebagai bukti bahwa kerja sama itu memang 

benar adanya. 

2. Pemilik kapal sebaiknya memberikan jaminan kepada para ABK 

mengenai keselamatan dalam bekerja. Karena jika dilihat dari hasil 

yang didapat oleh para ABK hanya sebagian kecil saja, dan terdapat 

resiko keselamatan yang begitu besar. Sehingga mereka akan bekerja 

dengan penuh tanggungjawab dan pastinya lebih bersemangat. 
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Nama : Nur Fatikhaturohmah 

Nim  : 1218076 

Judul  : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kerja Sama 

Bagi Hasil Anak Buah Kapal (ABK) dengan Juragan di TPI 

Klidang Lor Batang 

 

Transkip Wawancara 

A. Untuk juragan atau pemilik kapal 

1. Sejak kapan memulai kerja sama bagi hasil ini? 

2. Bagaimana sistem yang dilakukan pada kerja sama ini? 

3. Apakah menggunakan kontrak tertulis atau lisan? 

4. Bagaimana mekanisme penyerahan modal tersebut? 

5. Fasilitas apa saja yang didapat oleh para ABK? 

6. Berapa jumlah keseluruhan ABK pada satu kapal? 

7. Bagaiamana sistem pembagian kerjanya? 

8. Apakah ada tunjangan atau asuransi keselamatan yang diberikan? 

B. Untuk Anak Buah Kapal (ABK) 

1. Sejak kapan bekerja menjadi ABK? 

2. Apakah dimintai syarat dalam ijin berlayar? 

3. Bagaimana sistem pemberian gaji atau pendapatan yang diberikan? 

4. Apakah anda ikut mengeluarkan modal dalam melaut? 

5. Bagaimana pembagian kerjanya? 

6. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam melaut? 



7. Apakah selalu ada hasil tangkapan? 

8. Bagaimana jika hasil yang didapat tidak dapat menutup biaya 

operasional? 

9. Apakah para ABK diberikan jaminan keselamatan dalam bekerja? 

10. Apakah pemilik kapal akan bertanggungjawab jika terjadi kecelakaan 

kerja? 

11. Apakah hasil yang diterima oleh ABK sama rata? 

12. Mengapa memilih bekerja sebagai ABK? 

C. Untuk juru mudi 

1. Sejak kapan anda menjadi juru mudi? 

2. Bagaimana tata cara atau tahapan-tahapan proses mengemudikan 

kapal? 

3. Bagaimana menentukan lokasi penangkapan ikan? 

4. Apakah anda yang bertanggungjawab akan para kinerja ABK? 

D. Untuk mantan Anak Buah Kapal (ABK) 

1. Sudah berapa lama menjadi ABK? 

2. Apakah pernah mengalami atau melihat adanya kecelakaan kerja pada 

saat masih ikut melaut? 

3. Bagaimana menurut anda mengenai pekerjaan ABK ini? 

4. Apakah selalu mendapatkan hasil yang memuaskan? 

5. Mengapa berhenti menjadi ABK? 
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